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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi untuk 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat berupa pembuatan alat bukti 

tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan 

peristiwa hukum. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut “UUJN”), batas 

kewenangan Notaris sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut: 

(1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapanyang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula:a.mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;b.membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus;c.membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa 
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salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan; d.melakukan pengesahan kecocokan 

fotokopi dengan surat aslinya; e.memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan Akta; f.membuat Akta yang berkaitan 

dengan pertanahan; ataug.membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.” 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dicermati bahwa Notaris memiliki 

peran yang vital dalam membantu menciptakan kepastian hukum di dalam 

masyarakat melalui pembuatan alat bukti yang autentik berupa akta. Kekuatan 

akta autentik meliputi: (1) kekuatan pembuktian lahiriah (uituitwendige 

bewijsracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht) dan kekuatan 

pembuktian material (materiele bewijskracht)1. Peranan Notaris juga tidak akan 

pernah terlepas dari kebutuhan masyarakat akan keterangan yang dapat 

diandalkan, dapat dipercaya, yang kekuatan tanda tangan dan cap nya memberi 

jaminan dan bukti kuat dengan sifat preventif, sebelum terjadi nya akibat 

hukum2. 

Pada perkembangannya kehadiran Notaris dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk menjamin kepastian hukum mengenai suatu perbuatan hukum tertentu, 

                                                           
1 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), 

hal. 55-59. 
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2007), hal. 449. 
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seperti dalam hal kegiatan usaha, hubungan keluarga seperti perkawinan dan 

pewarisan. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin hak serta kewajiban 

dari perbuatan hukum tertentu, untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam 

perbuatan hukum tersebut. Mengingat Indonesia adalah negara hukum 

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 

1945). Prinsip dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan , maka segala 

perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi, harus sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Hukum tersebut tidak hanya memberikan kepastian 

hukum, melainkan juga memberi rasa keadilan, agar tidak ada warga negara 

yang merasa haknya direnggut. 

Kepastian hukum yang diberikan oleh Notaris terletak pada produk 

hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris yaitu berupa akta 

otentik. Definisi mengenai akta otentik ditemukan pada Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata) 

yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Dari definisi 

tersebut, terlihat bahwa suatu akta autentik dalam pembuatannya diatur dalam 

undang-undang khusus yaitu UUJN. Pembuatan akta autentik merupakan 

kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 

yang pada intinya menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta 
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autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Notaris dikatakan sebagai profesi karena dalam menjalankan profesi 

tersebut, notaris harus mempunyai keahlian dan keterampilan yaitu mengenai 

pembuatan akta otentik. Keahlian dan keterampilan tersebut diperoleh melalui 

pendidikan kenotariatan. Keahlian dan keterampilan Notaris yaitu berkaitan 

dengan pemahaman mengenai suatu perundang-undangan untuk dapat 

diaplikasikan dalam pembuatan akta otentik, sehingga akta otentik tersebut 

memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang dapat menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak yang ada di akta tersebut. Hal ini juga yang 

mendasari Notaris dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk 

berpedoman pada asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dalam 

pelaksanaan jabatan Notaris. Asas kepastian hukum yang dimaksud yaitu  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang 

diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan hukum 

yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang 

dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang 
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berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan 

pedoman para pihak. 

Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa 

tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah 

jabatan Notaris. Mereka tidak boleh secara pro-aktif untuk mempengaruhi pasar 

dalam bentuk penarawarn jasa dan penetapan honor.3 Hal tersebut dikarenakan 

Notaris merupakan suatu jabatan yang harus diemban dengan penuh tanggung 

jawab karena bersinggungan langsung dengan kehendak / kepentingan 

masyarakat umum. Jika seorang Notaris tidak menjalani tugas jabatannya 

secara mumpuni, maka akan terdapat resiko hukum yang sangat besar di 

kemudian hari. Menurut Oting Supartini, Notaris memiliki tanggung jawab atas 

Akta autentik yang dibuatnya, dengan lingkup: (1) tanggung jawab secara 

perdata terhadap kebenaran materil Akta; (2) tanggung jawab secara pidana 

terhadap kebenaran materil Akta; dan (3) tanggung jawab berdasarkan 

peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil Akta.4  Dengan demikian 

guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada 

masyarakat, maka terdapat beberapa aturan yang mengikat seorang Notaris 

dalam menjalankan jabatannya, yakni: 

                                                           
3 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang dan Di Masa 

Akan Datang, cet. I, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 94. 
4 Supartini Oting. Anis Mashdurohatun, “Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat Notaris 

dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum dan Keadilan Para Pihak”, Jurnal 

Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2 Mei-Agustus 2016, hal. 201. 
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1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

juncto Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pengganti Staatsblad Tahun 

1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan 

Notaris ini terdiri dari tiga belas bab yaitu mengenai ketentuan umum yang 

berisi pengertian-pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris; pengangkatan dan pemberhentian Notaris; kewenangan, kewajiban 

dan larangan; tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan Notaris; cuti 

Notaris dan Notaris pengganti; honorarium; akta Notaris; pengambilan 

minuta akta dan pemanggilan Notaris; pengawasan; organisasi Notaris; 

ketentuan sanksi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.  

2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai 

wadah perkumpulan profesi notaris yang merupakan kelanjutan dari “de 

Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging” didirikan di Batavia pada 

tanggal 1 Juli 1908.  

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris 

Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Ketentuan dalam 

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia wajib ditaati oleh para Notaris. 

4. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang memiliki keterkaitan 

baik langsung maupun tidak langsung terhadap Notaris dalam menjalankan 

jabatannya. 
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Masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris sangatlah beragam dari 

berbagai macam kalangan, kedudukan dan instansi baik itu swasta maupun non-

swasta, tak terkecuali Bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

merupakan perantara (intermediate) antara pihak yang ingin menempatkan 

dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank atas fungsi perantaraannya 

tersebut menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk 

kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Khusus untuk fungsi penyaluran 

kredit, bank membutuhkan suatu perjanjian untuk mengikat dirinya selaku 

dengan debitur penerima dana, agar posisi diantara keduanya aman atas segala 

resiko yang timbul dari resiko kredit. Perjanjian tersebut dalam dunia praktek 

perbankan lazim dikenal sebagai Perjanjian Kredit. Bank membutuhkan jasa 

Notaris dalam membuat perjanjian kredit tersebut ke dalam suatu akta autentik 

ataupun legalisasi. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, yang dimaksud dengan 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,  mencakup  

kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Lalu pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun    dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dalam batasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan Bank adalah 

menghimpun dana, yang bisa berupa:  
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1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan   oleh   masyarakat  kepada  bank  

berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  dalam bentuk  giro,  deposito,  

sertifikat  deposito,  tabungan  dan  atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

2. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat   

dengan   menggunakan   cek,   bilyet   giro,   sarana   perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 

3. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya   dapat dilakukan  pada  

waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian  NasabahPenyimpan dengan bank; 

4. Tabungan   adalah   simpanan   yang   penarikannya   hanya   dapat dilakukan  

menurut  syarat  tertentu  yang disepakati,  tetapi  tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

5. Surat  Berharga  adalah  surat  pengakuan  utang,  wesel,  saham obligasi, 

sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan  lain,  atau  suatu  

kewajiban  dari  penerbit,  dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam 

pasar modal dan pasar uang. 

Notaris yang memberikan jasa kepada dunia perbankan harus melalui 

serangkaian proses terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh pihak bank agar 

dapat menjadi rekanan Notaris rekanan bank tersebut. Proses penyeleksian 

tersebut meliputi proses: (1) surat penawaran kerjasama yang diajukan oleh 

Notaris; (2) seleksi administrasi yang dilakukan oleh bank; dan (3) 

penandatanganan perjanjian kerjasama antara bank dan Notaris. Setelah bank 

dan Notaris resmi bekerja sama, maka barulah Notaris tersebut dapat secara 
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sewaktu-waktu diminta oleh pihak bank untuk membuat suatu akta perjanjian 

kredit atau pun legalisasi perjanjian kredit. Pembuatan akta perjanjian kredit 

tersebut diawali dengan penawaran harga yang diajukan oleh Notaris rekanan 

yang bersangkutan atau pun dengan harga yang telah disepakati pada perjanjian 

kerjasama yang ditutup oleh Notaris dan bank. Keahlian dan keterampilan 

dalam pembuatan akta autentik diperoleh melalui  pendidikan khusus yaitu 

pendidikan Magister kenotariatan dan program magang selama 2 (dua) tahun 

dikantor Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 UUJN-P tentang syarat 

pengangkatan Notaris. 

Notaris sebagai sebuah profesi, maka memiliki kode etik profesi yang 

harus dipatuhi. Kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral 

atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban 

dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu 

sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Kode etik merupakan 

rangkaian peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pada bidang profesi 

tertentu. Dalam hal ini Notaris memiliki Kode Etik Notaris. Pelaksanaan 

jabatan Notaris sebagai sebuah profesi berada di satu naungan organisasi 

profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI). INI 

merupakan suatu organisasi Notaris yang dibentuk untuk mengawasi dan 

melakukan pembinaan terhadap perilaku jabatan Notaris sebagaimana yang 

diamanatkan pada Pasal 82 UUJN.  

INI sebagai suatu organisasi profesi Notaris menghasilkan produk 

hukum yaitu Kode etik Notaris. Kode etik notaris adalah tuntutan, bimbingan, 
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pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat 

umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Peran Notaris dalam memberikan jasa kepada dunia 

perbankan sebagaimana dijabarkan pada alinea sebelumnya yang meliputi: (1) 

pembuatan surat penawaran kerja sama yang dikeluarkan Notaris kepada bank; 

(2) penandatanganan perjanjian kerja sama antara Notaris dan bank; dan (3) 

pembuatan akta perjanjian kredit atau legalisasi perjanjian kredit, memiliki 

potensi perbenturan / pelanggaran yang besar dengan Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan pengalaman penulis yang 

merupakan karyawan divisi legal di PT Bank CIMB Niaga Tbk., terdapat 

bentuk-bentuk aktivitas yang berpotensi mengabaikan aturan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Aturan yang berpotensi 

terlanggar tersebut adalah namun tidak terbatas pada:  

1. Kode Etik Notaris mengenai larangan bagi Notaris untuk melakukan 

kegiatan promosi / iklan;  

2. Kode Etik Notaris mengenai larangan bagi Notaris untuk menandatangani 

akta yang telah dipersiapkan minuta nya oleh pihak lain; 

3. Kode Etik Notaris mengenai larangan bagi Notaris untuk menetapkan harga 

yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh perkumpulan; 

4. Kode Etik Notaris mengenai larangan bagi Notaris untuk bekerjasama 

dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak 

sebagai perantara untuk mendapatkan klien; dan 
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5. Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban penandatanganan 

akta oleh seluruh pihak: penghadap, saksi-saksi dan notaris, segera setelah 

akta dibacakan. 

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

penulis melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang masalah ini dengan 

judul: 

“KERJASAMA NOTARIS DAN BANK BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS” 

1.2. Rumusan Masalah 

Suatu permasalahan hukum merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan 

antara das sein dan das sollen. Keadaan tersebut membutuhkan suatu upaya 

untuk menemukan suatu jawaban.5 Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai kerjasama antara Notaris dengan Bank 

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? 

2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Notaris dengan Bank (di 

Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

                                                           
5 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XXVI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

hal. 93. 
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Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa 

yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.6 Sementara manfaat 

penelitian merupakan hal-hal apa saja yang menjadi dampak dari 

dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian 

ini adalah: 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui: (1) 

pengaturan bentuk kerjasama Notaris dan Bank; dan (2) pelaksanaan ideal dari 

kerjasama antara Notaris dan Bank. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Praktis: 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar terdapat guidance bagi 

Notaris dan bank yang menjalin kerjasama, agar tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

b. Akademis: 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah agar adanya penemuan hukum 

baru berupa pengaturan spesifik mengenai praktek jasa Notaris di bidang 

Perbankan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. BAB I: Pendahuluan 

                                                           
6 Ibid., hal. 400. 
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Bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II: Landasan Teori 

Bab ini akan menjabarkan tinjauan umum mengenai Notaris, tinjauan 

umum mengenai Kode Etik Notaris, tinjauan umum mengenai Akta Notaris 

dan tinjauan umum mengenai perjanjian. 

c. BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini akan menjabarkan jenis penelitian, metode pendekatan, cara 

memperoleh data dan analisa data. 

d. BAB IV: Analisa dan Pembahasan 

Bab ini akan menjabarkan mengenai hasil analisa dan pembahasan dari 

penelitian yang diangkat, meliputi: (1) Kerjasama Antara Bank dan Notaris 

Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris; dan 

(2) Akibat Hukum Terhadap Akta yang Telah Dipersiapkan Terlebih 

Dahulu dan Tidak Ditandatangani Secara Bersamaan Oleh Para Pihak. 

e. BAB IV: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang diangkat. 

 


